(£ S

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Bedakan pelaku jaringan scam & korban TPPO, senayan soroti nasib para WNI di Kamboja
: Senin, 26 Januari 2026
: Rakyat Merdeka

03

Bedakan Pelaku Jaringan Scam & Korban TPPO
Senayan Soroti Nasib
Para WNI Di Kamboja

Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) memadati
Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
di Phnom Penh, Kamboja sejak 16 Januari 2026.
Mereka meminta bantuan pulang ke Indonesia
setelah pusat penipuan daring Kamboja diberantas.

ANCGGOTA Komisi XIIT DPR
Mafirion berharap, Pemerintab
melakukan penanganan vang
komprehensif dan berbasis Hak
Asasi Manusia (HAM] terhadap
ribuan WINI di Kamboja. Mereka
harus dibedakan secara tegas
mana pelaku online scam dan
korban perdagangan manusia.
"Negara tidak boleh pegabah.
Harus ada pemilahan yang tegas
antara korban dan pelakw. Pendeka
tan serampangan justru berpotensi
melanggar HAM, ujar Mafinon di

Jakarta, Minggu [25/1/2026).

Diketahui. KBRI Phnom Penh
mencatat sehanyak 2.277 WNI
telah melapor langsung ke KBRI
sejak 16 Januari hingga 24 Januari
2026, Mereka untuk meminta
bantuan kepulangan ke Indonesia.

Mafirion menyoroti pernyvata
an Ketua Dewan Komisioner
OJK Mahendra Siregar hahwa
WINT vang bekerja sebapai scam-
mer online di Kamboja bukanlah
korban tindak pidana perda
gangan orang (TPPO). Tapi
mereka vang bekerja di markas
penipuan online scam adalah
pelaku kriminal.

Padahal, fakea di lapangan
menunjukkan banyak WNI

heranghat ke Kamboja karena
tertipu lowongan kerja fikeif.
"Banyak dari mereka vang me
ngalami penyekapan, kekerasan,
hingga perbudakan modern,”
ungkap politikus PKB ini.

Dengan i, Mafirion mendo
rong perlindungan bagi korban
dan penegakan hukum tidak
baleh kendur terhadap aktor
intelekiual dan koordinator sindi-
kat. Pemerintah juga harus mem-
bentuk Satuan Tugas Terpadu
Berbasis HAM untuk melakukan
asesmen individual terhadap
seluruh WNI yang tertangkap.

Selain itu, in mengingatkan
kewajiban internasional Indone
sia dalam Palermo Protocoel dan
International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCFR})
untuk memberantas perdagangan
orang dan kerja paksa. Peme
rintah bisa melakukan tekanan
diplomatik kepada Kamboja agar
membongkar kamp-kamp scam
SECATA PENMANEDn.

Di dalam negeri, aparat pe
negak hukum bisa menindak tegas
agen-agen ilegal yang menjadi
pintu masuk pengiriman WNI
ke Kamboja. Karena kegagalan
negara dalam bertindak serius

Mafirion

akan memicu kritik tajam dari
mekanisme HAM internasional.

Dia menegaskan prinsip HAM
tidak boleh dijadikan dalih pem
biaran. Sebaliknya. penegakan
hukum juga tidak boleh meng
hilangkan martabat manusia.
"Negara harus hadir secara utuh
hingga memutus rantai keja
hatan sampai ke akarnya,” kata
legislator asal daerah pemilihan
{dapil) Riau ini.

Senada. Wakil Ketua Komisi 1
DFPR Dave Laksono berpandan
gan, perlu membedakan secara
hati-hati WNT yang berada di
Kamboja antara korban TFPO
dengan pelaku kejahatan scam
online. Sebab ada konsekuensi
hukum vang berbeda.

Dia bilang. negara wajib me
lindungi para WNI yang me
mang menjadi korban TPPO.
Termasuk mereka vang dijebak
atau dipaksa bekerja dalam
kondisi-tidak manusiawi. Na
mun, bagi WNI yang secara
sadar melakukan tindak pidana
penipuan lintas negara. maka
harus dihukum sesuai dengan
aturan vang herlaku.

"Prinsipnya jelas perlin
dungan tidak boleh dijadikan
tameng untuk membenarkan
tindakan kriminal," tegas politi
kus Golkar ini.

Dengan itu, ia menekankan
pentingnya koordinasi lintas
lembaga untuk memastikan
verifikasi yang objektif dan
kredibel. Karena tidak semua
WNI di negara negara yang di
duga marak aktivitas scammers
dapat dicap sebagai pelaku.

Indikasi keterlibatan sebagian
pihak dalam kejahatan digital
tetap harus ditindak tegas dan
berkeadilan. Hal ini dilakukan
demi melindungi nama baik
WNI serta menjaga integritas
hukum Indonesia. “Fenegakan
bukum terhadap pelaku kriminal
tidak boleh ditawar.” tegas Dave.

Selain itu, ia mendorong para
WNI yang melakukan tindak
pidana di Kamboja dihukum
dengan hukum Indonesia. Se
mentara korban herhak atas
rehabilitasi, perlindungan, dan
reintegrasi sosial. Nepara harus

hadir dengan pendekatan yvang
berimbang vaitu humanis seka
ligus tegas. "Tujuannya agar
marwah hukum tetap terjaga dan
citra Indonesia di mata internasi
onal tidak tercoreng,” tegasnya.

Sementara, Wakil Menteri
Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (P2M1y Deulfikar Ah
mad Tawalla memasiikan ribuan
WNI yang memadati KBERI di
Phnom Penh, Kambaja, meru
pakan pekerja migran ilegal.
Sebab Indonesia dan Kamboja
belum memiliki perjanjian bi
lateral penempatan tenaga kerja.

"Proses kepulangan akan me
lalui pemeriksaan Keimigrasian
dan Kependudukan Kambaoja,"
ujar Dzulfikar dalam keterangan-
nya. Sabtu (24/1/2026). Peme
riksaan lanjutan akan dilakukan
oleh kepolisian bandara guna
menentukan status hukum ma
sing-masing individu.

Sehagai informasi, setelah pe
nangkapan sejumlah otak pelaku
sindikat penipuan online di ber
hagai kota di Kamboja, banyak
jaringan sindikat yang memilih
membubarkan diri secara menda
dik dan membiarkan para peker
janya keluar begitu saja.

Akibatnya, para WNI vang
sebelumnya terjebak melakukan
perjalanan jauh dari provinsi ter
pencil seperti Banteay Meanchey
dan Mondulkiri menuju ibu kota
Phnom Penh demi mencari per
lindungan. m TIF
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